
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (6) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kriteria belanja untuk 
keperluan mendesak mencakup : a) program dan kegiatan 
pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b) keperluan 
mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan 
masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan romawi V angka 12 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 
dinyatakan bahwa belanja tidak terduga yang akan 
digunakan untuk mendanai kebutuhan mendesak lainnya 
dilakukan dengan cara menggeser anggaran dari belanja 
tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan; 

WALIKOTA DEPOK, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA 

Menirnbang 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 39 TAHUN 2013 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TABUN ANGGARAN 2013 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 
NOMOR 47 TAHUN 2013 
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c. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan 
Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Jenis Belanja 
berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD, pergeseran 

antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan 
atas persetujuan sekretaris daerah dan pergeseran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 
dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk 
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah 
tentang perubahan APBD; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013. 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 ten tang Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999); 

Mengingat 
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tam bahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 
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Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

dengan Undang-Undang beberapakali diubah terakhir 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

ten tang 2004 Tahun 1 Nomor 7. Undang-Undang 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5189); 

14.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5043); 

15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 32); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

Republik Indonesia Nomor 3098), Lembaran Negara 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

17 .Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

ten tang 12 Tahun 2011 16.Undang-Undang Nomor 
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21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

25.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4588); 

26.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4592); 

27 .Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4855); 

28.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 



9 

29.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Rerapublik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

30.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

31.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 

32.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

33.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

34.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru 
dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 
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35.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

36.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

37.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

38.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

39.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

40.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 

Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 
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43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
lntensif dan Dana Operasional; 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5334); 

42.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana 

Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2013; 

Republik Indonesia Nomor 5219) Lembaran Negara 

41.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan 
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46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 

Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah; 

47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana teJah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik; 

48.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah; 
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Nomor Menteri Keuangan Republik Indonesia 
41/PMK.07 /2013; 

49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
50.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; 

51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 
52.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07 /2012 

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Transfer ke Daerah; 

53.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 /PMK.07 /2012 
tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau Tahun Anggaran 2012; 

54.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2012 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus 
Tahun Anggaran 2013; 

55.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07 /2012 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

56.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

41/PMK.07 /2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada 
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 
Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

101/PMK.07 /2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
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57.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

42/PMK.07 /2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana 

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 

Anggaran 2013; 

58.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

44/PMK.07 /2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013; 

59.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013; 

60.Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 

Kabupaten/Kota dan Desa; 

61.Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 

62.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57); 

63.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2007 Nomor 02); 

64.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2007 Nomor 8); 

65.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok 

Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2008 Nomor 01); 
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Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015 (Lem.baran Daerah 

Kota Depok Tahun 2012 Nomor 01); 

72.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Penyertaan Modal Pem.erintah Daerah Kota Depok Kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum. Kota Depok (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14); 

Menengah Daerah 

(Lembaran Daerah 

Rencana Pem.bangunan Jangka 

Kota Depok Tahun 2011 - 2016 

Kata Depok Tahun 2011 Norn.or 13); 

71.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2012 tentang 

66.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

67.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2012 Nomor 19); 

68.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11); 

69.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12); 

70.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
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73.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 08); 

74.Peraturan Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan 
Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peratauran Walikota 
Depok Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan 
Sosial; 

75.Peraturan Walikota Depok Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah 
sebagaimana telah diubah dengan Peratauran Walikota 
Depok Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan W alikota Depok Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah; 

76.Keputusan Walikota Depok Nomor 

903/337 /Kpts/Pemb/Huk/2013 tentang Penggunaan 
Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 
2013 untuk Keperluan Mendesak Dalam Rangka 

Penanggulangan Dampak Musibah Kebakaran pada Gudang 
Obat Dinas Kesehatan Kota Depok. 

77.Keputusan Walikota Depok Nomor 
903/394/Kpts/Pemb/Huk/2013 tentang Penggunaan 
Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 
2013 untuk Penanganan Kebutuhan Mendesak Perbaikan 
dan Penurapan Saluran Air Perbatasan RW. 27 Kelurahan 
Cisalak Kecamatan Cimanggis dan Perumahan Taman Duta 
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 
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perubahan; 
tidak mengalami 
semula se besar 

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota 
Depok Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013 diubah sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah yang semula Rp. l.868.322.689.825,65 

tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan Asli Daerah yang semula 

Rp. 513.087.581.193,55 tidak mengalami perubahan; 
b. Dana Perimbangan yang semula Rp. 882.959.151.918,00 

tidak mengalami perubahan; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang semula 

Rp. 472.275.956.714,10 tidak mengalami perubahan. 
2. a. Belanja Daerah dalam kelompok Belanja Tidak Langsung 

yang semula Rp. 770. 773.900.059,00 berkurang sebesar 
Rp. (Rp.294.619.500,00) sehingga menjadi 
Rp. 770.479.280.559,00 dengan rincian perubahan 
sebagai berikut: 
1) Belanja Pegawai yang 

Rp. 701.356.531.255,00 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 39 

TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
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Rp. 18.619.500,00 menjadi Rp. 449.530.226.367,00; 

dan 
3) Belanja Modal yang semula Rp. 973.613.936.730,00 

bertambah sebesar Rp. 264.000.000,00 menjadi 

Rp. 973.877.936.730,00. 

semula 

sebesar 

Jasa yang 

bertambah 

2) Belanja Barang dan 

Rp. 449.511.606.867,00 

Rp.12.000.000,00menjadi Rp. 164.552.837.320,00; 

sebesar 

semula yang 

bertambah 

4) Belanja Bantuan Keuangan yang semula sebesar 

Rp. 870.816.804,00 tidak mengalami perubahan; dan 

5) Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar 

Rp.12.000.000.000,00 berkurang sebesar 

(Rp.294.619.500,00) sehingga menjadi 

Rp.l 1.705.380.500,00. 

b. Belanja Daerah dalam Kelompok Belanja Langsung yang 

semula sebesar Rp. 1.587.666.380.917,00 bertambah 

sebesar Rp. 294.619.500,00 menjadi sebesar 

Rp. 1.587.961.000.417,00 dengan rincian perubahan 

sebagai berikut: 

1) Belanja Pegawai 

Rp.164.540.837.320,00 

2) Belanja Hibah yang semula sebesar 

Rp. 28.887.272.000,00 tidak mengalami perubahan; 

3) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar 

Rp. 27.659.280.000,00 tidak mengalami perubahan; 
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Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang- undangan yang berlaku. 

Pasal D 

b. Pembiayaan Pengeluaran yang semula sebesar 
Rp. 20.200.000.000,00 tidak mengalami perubahan. 

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 
yang semula sebesar Rp. 54.394. 785.170,41 
tidak mengalami perubahan. 

5. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 di 
rinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

a. Pembiayaan Penerimaan yang semula sebesar 
Rp. 564.712.376.320,76 tidak mengalami perubahan; 

c. Jumlah Belanja Daerah pada huruf a dan b semula 

Rp. 2.358.440.280.976,00 tidak mengalami perubahan. 

d. Surplus/ (Defisit) dari Jumlah Pendapatan dikurangi 

Jumlah Belanja Belanja Daerah semula sebesar 

(Rp.490.117.591.150,35) tidak mengalami perubahan. 

3. Pembiayaan yang semula sebesar Rp. 544.512.376.320,76 

tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut : 
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~ 
Hj. ETY SURYAHATI 
BERJTA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 47 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 11 Desember 2013 

SEKRETARl;;::RAH KOTA DEPOK, 

cz_ 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 11 Desember 2013 
WALIKOTA DE,~.-. 

Pera tu ran W alikota Depok mi mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Depok. 


